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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Surat Izin Keramaian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
N DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PELABUHAN MAKASSAR
Jalan Ujung Pandang 12 Makassar 90111

SURAT IZIN
Nomor : SI/ 88 [V /2024

Pertimbangan : 1. bahwa telah dipenuhinya segala hal merupakan yaratan
l:tenm;‘:alam Permohonan lzin ngiauyanmgyang diapkmm pihak
mohon ;

2. bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan
dengan kebijakan Pemerintsh Pusat paeda umumnya, serta
kebijaksanaan Pemerintah Daerah khususnya ditempat kegiatan
dilaksanakan ;

3. bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk
tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas, terutama dalam
lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

2. Surat Permohonan Izin dari Panitia Pelaksana Tim Produksi Pentas
Drama Bahasa dan Sastra Indonesia Nomor : 027/ANMAZK/JBSI-FBS-
UNM/NV/2024, tanggal 30 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin
Keramaian.

3. Surat Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Pemprov Sulsel Nomor:
177/UPT-MS/Budpar/V/2024 Tentang Tim Produksi Pentas Drama
Bahasa dan Sastra Indonesia.

4. Surat Rekomendasi Polsek Wajo Nomor : B/Rek-07/Vi2024/Unit
Intelkam Tentang Izin Kegiatan Teater Pendidikan Sendratasik
Angkatan 2024,

5. Surat Pengantar Kelurahan Pattunuang Nomor : 00S/80/KP/V/2024
Tentang Izin Kegiatan Teater Pendidikan Sendratasik Angkatan 2024.

Memperhatikan: Segala kebijaksanaan Pemerintah berhubung adanya ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IZIN
Kepada 1 Nama Penyelenggara : RIDWAN,SS.MA
Nama Penanggung Jawab : MUH. ZALDY FITRAH
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat -JL. MALENGKERI RAYA PARANGTAMBUNG
MAKASSAR
Untuk 2 Melaksanakan kegiatan sebagai berikut

1) Bentuk / Macam  : TEATER PENTAS SENI

2) Waktu : HARI JUMAT TGL 31 MEI 2024
PUKUL 20.00 S/D 23.00 WITA
3) Tempat : GEDUNG TERTUTUP KESENIAN SULSEL

/-4) Dalam. ...
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2-

4) Dalam Rangka ¢ PENTAS DRAMA MAHASISWA BAHASA DAN
SASTRA INDONESIA ANGKATAN 2022

5) Peserta 1+ 150 ORANG

Dengan Catatan

1. Penanggung Jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. wajib menjaga keamanan dan ketertiban didalam kegiatan yang dimaksud ;

b. wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang
bertentangan ataupun menyimpang dari pada tujuan kegiatan yang telah dinyatakan
tertulis dalam pernyataan permohonan izin.

c. waijib melapor dalam waktu 3 X 24 Jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Polsek
setempat.

d. wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat
sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Bilamana terdapat penyimpangan dan / atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat
Izin ini, petugas Kepolisian/Keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil
tindakan lain berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku

3. Penyelenggara telah melaksanakan kegistan sesuai dengan Surat Izin, namun situasi

keamanan tidak kondusif, maka petugas Kepolisian dapat mencabut atau menghentikan dan
mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum ;

4, Surat lzin diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperiunya,

5. Setelah pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada
Kesatuan Polri yang mengeluarkan Izin, dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu
setelah selesainya kegiatan dimaksud

Dikeluarkan d . Makassar
padatanggal - 3 Mei 2024

a.n, KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR
KEPALA UAN INTELKAM

“/g A

Tembusan ; ZULFICAR, 8. Sos
INSPEKTUR Pq.IS| SATU NRP 84060270

1. Kabagops Polres Pelabuhan Makassar,

2. Kapolsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar,
3. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Makassar.
4. Kasat Sabhara Polres Pelabuhan Makassar.
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian




